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WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR 23 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi 

Pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi 

atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah di lingkungan instansi masing-masing, maka 

perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  pada Perangkat 

Daerah;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang   

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  
  

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH .  
 

  

Pasal 1 

  Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.  
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Pasal 2 

  Pedoman Umum Evaluasi atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini.  

  

Pasal 3 

                           (1)  Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 

Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat 

Daerah.  

                           (2)  Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Inspekporat yang 

secara khusus ditugaskan oleh Inspektur Daerah.  

  

Pasal 4 

  Ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat 

Daerah dilaporkan kepada wali kota dan selanjutnya 

disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Apatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi.  

  

Pasal 5 

  Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka 

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bontang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah  di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

  

 



4 
 

Pasal 6 

  Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangan.  

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang. 
 

   
  

  
Ditetapkan di Bontang   

  
pada tanggal  28 September 2016 

  
WALI KOTA BONTANG,   

   
  

   
  

   
  

 
NENI MOERNIAENI  

   
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 28 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

        

   
  

M. SYIRAJUDIN 
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 23 

   
  

   
  

 

 

 


